BUPATI BONE
PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN BUPATI BONE
NOMOR 35 2018

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BONE NOMOR 10 TAHUN 2018

TENTANG PERJALANAN DINAS BAGI PEJABAT NEGARA,

PEGAWAI NEGERI SIPIL, PEGAWAI TIDAK TETAP SERTA NON PNS

Menimbang

Mengingat :

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
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BUPATI BONE,

bahwa untuk memenuhi kaidah-kaidah pengelolaan
keuangan daerah dan agar pelaksanaan perjalanan dinas
dapat dilaksanakan secara efektif dan akuntabel atas
pelaksanaan kegiatan perjalanan dinas, maka perlu mengatur
hal - hal yang berkenan dengan perjalanan dinas;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Bone
tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Bone Nomor 10
Tahun 2018 tentang Perjalanan Dinas bagi Pejabat Negara,
Pegawai Negeri Sipil, Pegawai Tidak Tetap serta Non PNS;

Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan
Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822 ) ;
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang
Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi,
Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3851);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Heuw
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4286) ;

Undang-Undang  Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4355) ;

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan
Pengelolaan dan  Tanggungjawab  Keuangan  Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4400) ;

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421) ;
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Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor
126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4438) ;

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang - undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 32, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5234) ;

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587) sebagaimana telah dirubah beberapa kali
terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015
tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23
Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6679;
Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang
Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan
Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4090) ;

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar
Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4503) ;

Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana
Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4575) ;

Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem
Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4576) ;

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4578) ;

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang
Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah
(Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun 2006 Nomor 25,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4614) ;

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak
Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor
6057);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana
telah diubah beberapakali, terakhir dengan Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan atas
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah ;

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 113/PMK.05/2012
tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri Pejabat Negara,
Pegawai Negeri dan Pegawai Tidak Tetap ;

Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan
Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pokok-
pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah
Kabupaten Bone Nomor 8).



MEMUTUSKAN :

Menetapkan PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BONE TENTANG
PERJALANAN DINAS BAGI PEJABAT NEGARA, PEGAWAI
NEGERI SIPIL, PEGAWAI TIDAK TETAP DAN NON PNS DI
LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BONE.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Bone Nomor 10 Tahun 2018 tentang
Perjalanan Dinas Bagi Pejabat Negara, Pegawai negeri Sipil, pegawai Tidak Tetap
dan Non di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bone (Berita Daerah Kabupaten
Bone Tahun 2018 Nomor 100 diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 6 ayat (2) huruf b diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :
Pasal 6

(1). Perjalanan Dinas jabatan oleh pelaksana SPD dilakukan sesuai
dengan perintah atasan pelaksana SPD yang dituangkan dalam
surat tugas.

(2). Surat Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan oleh;

a. Untuk pimpinan dan Anggota DPRD, Surat Perintah Perjalanan
Dinas (SPD) ditandatangani oleh Pimpinan DPRD dan untuk
SPPD ditandatangai oleh Sekretaris DPRD;

b. Untuk Sekretariat Daerah dan Kepala SKPD, Surat Perintah
Perjalanan Dinas (SPD) ditandatangani  oleh Sekretaris
Daerah/Asisten;

¢. Untuk lingkungan SKPD, Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPD)
dan SPPD ditandatangani oleh Pimpinan SKPD.

Pasal I1
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkannya.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati
ini de:ngan penempatannya da.lam Eerita Daerah Kabupaten Bone.
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